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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai
instruktur mengemudi dan memiliki usaha di bidang pendidikan dan pelatihan mengemudi
yang mendalilkan dirugikan atas ketentuan yang memberikan kebebasan bagi calon
pengemudi untuk belajar mengemudi sendiri dalam memperoleh kompetensi mengemudi
karena dapat menghambat perkembangan usaha para Pemohon. Menurut para Pemohon
pula, calon pengemudi yang belajar mengemudi sendiri berpotensi menimbulkan kecelakaan
dan kelalaian yang membahayakan masyarakat umum dan hak milik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU LLAJ terhadap UUD 1945, yang
menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah norma yang diajukan,
yaitu Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ pada pokoknya mengatur mengenai syarat untuk seseorang
mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), di mana salah satu syarat tersebut merupakan
frase yang diajukan pengujiannya ke Mahkamah oleh para Pemohon yaitu frasa “atau belajar
sendiri”. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya kerugian konstitusional
sebagaimana dimaksud para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya yang masih harus
dibuktikan dalam pokok permohonan, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik
bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ telah merugikan atau
potensial merugikan para Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai instruktur
mengemudi dan mempunyai usaha di bidang pendidikan kompetensi mengemudi. Oleh
karena itu, para Pemohon telah secara spesifik menerangkan potensi kerugian konstitusional
dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan
permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para



Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam
permohonan a quo;

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat
(3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 karena dapat menghambat
adanya keseragaman kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mengemudi
sehingga menghambat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Menurut Mahkamah,
penyelenggaraan pendidikan menurut UU Sisdiknas dapat dilakukan melalui berbagai jalur,
yaitu jalur formal, nonformal dan informal. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi satu sama
lain dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian
sistem pendidikan nasional Indonesia mengakui setiap proses pendidikan manapun dan
dilaksanakan oleh siapapun sepanjang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
UU Sisdiknas sama sekali tidak membatasi pendidikan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah
saja, kelompok masyarakat tertentu saja atau perorangan tertentu saja, melainkan dapat
dilakukan secara formal atau nonformal oleh lembaga pelatihan maupun secara mandiri oleh
keluarga dan lingkungan. Norma dalam UU LLAJ menyatakan bahwa calon pengemudi harus
memiliki kompetensi mengemudi dan kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan
dan pelatihan atau belajar sendiri. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan bagi seseorang
untuk mendapatkan SIM ditentukan melalui mekanisme ujian sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 81 dan Pasal 87 UU LLAJ, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan
wewenang oleh undang-undang a quo untuk mengatur mengenai tata cara, persyaratan,
pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan demikian “belajar sendiri”
dalam rangka memperoleh kompetensi mengemudi pada dasarnya juga merupakan bagian
dari proses pendidikan informal dalam rangka memperoleh keterampilan mengemudi.
Pengakuan terhadap kompetensi belajar sendiri akan dibuktikan dari berhasil atau tidaknya
seseorang untuk lulus dalam ujian dan/atau tes mendapatkan SIM. Selama seorang warga
negara telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian sebagaimana diatur oleh ketentuan
tersebut, maka kompetensi mengemudi seseorang tersebut sudah seharusnya telah
mencukupi terlepas belajar melalui pelatihan atau belajar sendiri. Oleh karena itu,
sesungguhnya tidak terdapat pertentangan antara pengaturan terkait pendidikan yang diatur
dalam UU Sisdiknas dengan pengaturan cara memperoleh kompetensi mengemudi dalam UU
LLAJ. Kesempatan memiliki kompetensi mengemudi dengan belajar sendiri dalam Pasal 77
ayat (3) UU LLAJ telah sejalan dengan ruang atau jalur mendapatkan pendidikan
sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas. Pertentangan justru akan terjadi apabila
kesempatan untuk memperoleh kompetensi mengemudi dari belajar sendiri dihapus atau
dihilangkan, undang-undang a quo justru menutup salah satu jalur pendidikan dalam rangka
mendapatkan kompetensi mengemudi, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa frasa
“atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 31 ayat
(3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat
(3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena
menimbulkan ketidakadilan dalam bentuk ketidakpastian hukum bagi output lembaga kursus
dan pelatihan para Pemohon, menurut Mahkamah objek atau tujuan untuk memperoleh
kompetensi mengemudi, dalam hal ini adalah untuk memperoleh SIM, di mana segala aturan
mengenai syarat, jenis serta lembaga yang berwenang menerbitkan SIM tersebut telah jelas
diatur dalam Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal
88 UU LLAJ. Dengan demikian sudah jelas bahwa apapun bentuk kompetensi yang menjadi
output dari lembaga pendidikan pelatihan, selama calon pengemudi tersebut tidak lulus ujian
mengemudi sebagaimana dimaksud undang-undang a quo, maka dapat dipastikan
kompetensi tersebut tidak cukup sebagai syarat untuk mendapatkan SIM, khususnya untuk
calon pengemudi yang belajar di lembaga pendidikan dan pelatihan. Namun sebaliknya, jika
seseorang yang belajar sendiri ternyata berdasarkan hasil ujian mengemudi dinyatakan
memiliki kompetensi yang cukup untuk mendapatkan SIM maka kompetensi tersebut harus
diakui, dan tidak dapat dikatakan kompetensi tersebut menjadi tidak sah atau tidak valid.

2



Selain itu, untuk berbagai jenis keahlian jika seseorang yang belajar sendiri dapat lulus ujian
standardisasi sebagaimana seseorang yang mendapatkan keahlian tersebut melalui
pendidikan dan pelatihan yang resmi atau dengan dilatih tenaga profesional bukan berarti
terjadi ketidakpastian terhadap akreditasi tenaga pelatih dan instruktur dimaksud. Negara tidak
mungkin melarang warga negaranya untuk memperoleh keahlian dengan belajar sendiri tanpa
melalui lembaga yang terakreditasi, karena ukuran kompetensi adalah pada ujian yang telah
ada standarnya, bukan pada dengan cara apa kompetensi tersebut diperoleh. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77
ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat
(3) UU LLAJ bertentangan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah UU LLAJ,
profesi dan jenis usaha para Pemohon sebagai pengusaha pada lembaga pendidikan dan
pelatihan mengemudi sudah diakomodasi dan diatur dengan jelas dalam Pasal 78. Tidak ada
norma yang secara langsung menghambat atau menghalangi para Pemohon dalam
mengembangkan usahanya tersebut. Para Pemohon sebagai pelaku usaha harusnya
memahami bahwa regulasi bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam berkembang atau
tidaknya suatu usaha. Berkembang atau tidaknya usaha para Pemohon juga dapat didorong
dengan adanya kreatifitas, inovasi dan komitmen untuk maju dan mempromosikan usahanya
kepada calon investor. Apabila belajar sendiri tidak dimunculkan sebagai salah satu alternatif
untuk memperoleh kompetensi mengemudi, maka akan melanggar atau menghalangi hak
konstitusional warga negara untuk mengembangkan dirinya secara otodidak untuk
memperoleh SIM. Hukum atau undang-undang tidak dapat meniadakan proses “belajar
sendiri” sebagai alternatif mendapatkan kompetensi mengemudi di samping belajar melalui
lembaga pelatihan. Sebab, upaya memiliki kompetensi tentunya juga merupakan bagian dari
hak warga negara dan oleh karenanya, warga negara juga berhak memilih cara yang tersedia
untuk mendapatkan kompetensi dimaksud. Jika semua calon pengemudi untuk mendapatkan
SIM diharuskan mengikuti lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendapat izin dan
akreditasi dari pemerintah, maka kebutuhan akan jumlah dan persebaran lembaga tersebut
menjadi mutlak diperlukan. Tanpa jumlah yang memadai dan persebaran yang merata maka
hak konstitusional warga negara yang ingin mendapatkan SIM menjadi terhalangi. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam
Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat
(3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menurut
Mahkamah setiap warga negara terikat pada ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU LLAJ yang di dalamnya terdapat aturan
mengenai larangan dalam penggunaan jalan umum serta pertanggungjawaban pidana
terhadap segala jenis kelalaian yang terjadi di jalan umum, dan warga negara yang sedang
belajar mengemudi maupun yang telah mahir jika melakukan kelalaian yang menyebabkan
kecelakaan di jalan tentu tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidananya. Pasal
77 ayat (3) haruslah dipahami bersama-sama dengan pasal lain dalam undang-undang a quo,
di mana Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan,” dengan demikian jika calon pengemudi yang “belajar
sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) a quo adalah orang yang belum
memiliki SIM, maka seharusnya orang tersebut dilarang mengemudikan Kendaraan Bermotor
di Jalan, di mana “Jalan” dalam undang-undang ini diartikan sebagai “seluruh bagian Jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas
Umum” [vide Pasal 1 angka 12 UU LLAJ]. Selain itu Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa
setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi
di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. Dengan demikian berdasarkan serangkaian
ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang tidak memiliki SIM tidak
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diperbolehkan mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan (yang diperuntukkan bagi Lalu
Lintas Umum), dan jika seseorang belajar mengemudi di Jalan (yang diperuntukkan bagi Lalu
Lintas Umum), harus didampingi instruktur. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU
LLAJ hanya memungkinkan seorang yang tidak memiliki SIM dan tidak didampingi instruktur
untuk belajar mengemudi sendiri di tempat selain Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas
Umum. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bukan
berarti merupakan pembiaran adanya calon pengemudi untuk belajar sendiri di Jalan umum
dan membahayakan orang maupun harta benda, karena norma lain dalam UU a quo tidak
memungkinkan hal tersebut. Frasa “atau belajar sendiri” masih memungkinkan karena ada
berbagai cara dan sarana untuk belajar sendiri tanpa menggunakan Jalan yang diperuntukkan
bagi Lalu Lintas umum, seperti menggunakan lahan pribadi, lapangan, atau melalui teknologi
simulasi sehingga tidak melanggar UU LLAJ khususnya Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 79 ayat
(1). Dengan demikian UU LLAJ sesungguhnya telah menegaskan bahwa seseorang yang
tidak memiliki SIM mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan (yang diperuntukkan bagi
Lalu Lintas Umum) tanpa didampingi instruktur merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang a quo apapun alasannya, termasuk dengan alasan “belajar (mengemudi) sendiri.”
Selain itu, beban tanggung jawab bagi orang yang belajar sendiri tidak dapat disamakan
dengan orang yang belajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Pilihan belajar sendiri di
satu sisi, misalnya, tidak menambahkan beban keuangan yang mesti dikeluarkan untuk
mendapatkan kompetensi mengemudi, namun di sisi lain, proses belajar sendiri juga
berimplikasi terhadap munculnya kewajiban untuk menanggung segala akibat dari proses
belajar sendiri tersebut. Artinya, dalam hal bagi seseorang yang “belajar sendiri”, ia tetap
memikul tanggung jawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada
saat belajar dan mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan. Namun demikian, meskipun
seseorang diperbolehkan untuk belajar sendiri, hanya dibolehkan sepanjang didampingi oleh
pendamping yang memiliki SIM sesuai dengan golongan kendaraan dan tidak dilakukan di
jalan umum.

Adapun adanya berbagai kasus konkret di mana keamanan masyarakat di jalan umum
terancam oleh warga yang terindikasi sedang belajar sendiri mengemudi di jalan, maka
perilaku tersebut sesungguhnya merupakan pelanggaran UU LLAJ dan KUHP dan merupakan
ranah implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma. Merupakan tugas
pemerintah c.q menteri terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU LLAJ serta Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum berkenaan dengan persoalan
kompetensi mengemudi yaitu dengan cara melaksanakan proses ujian kompetensi
mengemudi yang akuntabel dan tegas serta melakukan sosialiasi agar para calon pengemudi
tidak menggunakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum untuk belajar mengemudi
tanpa didampingi oleh instruktur. Dan apabila menggunakan jalan yang tidak diperuntukkan
bagi lalu lintas umum harus didampingi seseorang yang memiliki SIM sesuai dengan jenis
kendaraan yang digunakan untuk belajar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil para
Pemohon bahwa frasa “atau belajar sendiri” dalam Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan
dengan Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan Mahkamah dalam amar putusan menyatakan
menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



